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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang mana

cenderung tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain di sekitarnya.

Sehingga sepanjang perjg manusia itu sendiri seringkali

jgendasar dari
langkah awal
gun cita-cita
embangun rumah
tangga ini iri | pertukan|tekat-ys 3 ng sepakat antara
sesama pasa pa e 3K gesuai dalam syari at
Islam yakni ke rahma.? perkawinan
bukan hanya tentang hubungan antara laki-kaki dan perempuan yang akan

menikah saja tetapi perkawinan juga mengenai bagaimana hubungan antara

orang tuanya,saudaranya dan keluarganya.®
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Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dalam pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.* Di dalam Pasal
2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dijelaskan bahwasannya, ‘“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing manya dan kepercayaannya”. Sehingga

perkawinan
pokkan sistem
pentuk: pertama
yang sesuku atau
g dari luar suku atau
marganya. Ked ge /o g aruskan untuk kawin
dengan orang yang berada dalam lingkungan kerabatnya (suku, Klan,
family) sendiri, dan dilarang untuk menikahi orang diluar kerabatnya.
Ketiga eleutrogami yakni seseorang tidak lagi diharuskan untuk mengawini

orang dari suku yang sama maupun suku yang berbeda dengannya, dalam

4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
% Vidya Nurchaliza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di
Masyarakat Minangkabau”, Journal of Islamic Law Studies (JILS), 1 (April, 2020), 1.



artian sesuatu itu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-
undangan yang berlaku.®

Dalam masyarakat Minangkabau berlaku sebuah aturan tentang
perkawinan yang disebut dengan eksogami suku, dimana orang yang sesuku

di dalam suatu Nagari tidak diperbolehkan untuk kawin. Perkawinan sesuku

Nagari lain p 1 7 : da lubuk maka akan
berbeda ikanny® 2 pula adat istiadatnya.
Memang di suatu nagari itu mempunyai kesamaan dalam struktur budaya

namun dalam menentukan hukum adat di suatu nagari memiliki perbedaan,

karena disetiap nagari diatur lagi oleh adat masing-masing sukunya.

69.
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Begitu juga dalam adat istiadat yang berlaku pada adat suku kampai
yang dipimpin oleh Ninik Mamak (Kepala suku), sangat melarang keras
terhadap adanya perkawinan sesuku dalam suatu nagari. Adapun alasan
dilangnya kawin sesuku dalam suatu nagari karena masyarakat adat suku
kampai berpandangan bahwasannya hubungan sesuku itu merupakan

hubungan keluarga dan jika dilapggar maka jelas akan bertolak belakang

dengan hukum adat.®

tidak boleh di

surat An-Nisa ayat 22-23 :
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Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk

jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu;

anak-anakmu yang perempuagi@saudara-saudaramu yang perempuan,

: ibu-
Buan; ibu-ibu
nmu dari istri

gengan isterimu

itu (dan s Nkan)takatida ‘ mengawininya;

an yang bersaudara,
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang .1

Berdasarkan ayat di atas ulama figih membagi mahram ini menjadi

dua macam yaitu yang pertama mahram mu aqggad dan yang kedua mahram

10 Al-Quran, 4: 22,23.



muabbad. Adapun mahram mu aggad merupakan larangan untuk waktu
tertentu dan mahram mu’abbad yaitu larangan untuk selamanya.!

Jika diklasifikasikan lagi larangan kawin sementara (mahram
muaqqgad) berlaku dalam hal, diantaranya ; larangan mengawini dua orang
saudara dalam satu masa yang sama, poligami diluar batas, larangan karena
ikatan perkawinan, larangan mengawini istri yang sudah di talak tiga,

larangan mengawini perempuangng masih menjali masa iddah, larangan

Perempuan-perempuan sepersusuan (al-muharramat min ar-rada’ah)
Adapun Perempuan yang haram dikawini karena hubungan

sepersusuan Yyaitu diantaranya ; wanita yang menyusuinya dan

seterusnya garis lurus keatas dan kebawah, saudara susuan, paman

susuan, dan bibi susuan.

122.
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3. Perempuan-perempuan yang haram dikawini karena hubungan
perkawinan (al- muharramat min al-musaharah)

Adapun perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki

karena hubungan musaharah yaitu diantaranya ; seseorang yang telah

dikawini oleh ayah atau ibu tiri, perempuan yang telah dikawini oleh

menantu, ibu dari istri atau mertua, anak dari istri dengan ketentuan istri

sudah pernah digauli.*2

sangat i oM BTy A8 2 ‘ “adat basandi
syara’, sy bi 1o : dasarkan syariat,
dan syariat D
disebutkan * . " ing bermakna syariat
mengatakan adat yang memakai atau menjalankan.®

Dari permasalahan di atas, menurut penulis sangat baik untuk diteliti
dengan menggunakan metodologi istinbath ahkam yang berlandaskan pada
magqasid al-Shari’ah, untuk itu pisau analisis yang ingin penulis gunakan

adalah magqasid al-Shari’ah yang dikonsepkan oleh Muhammad Tahir Ibnu

12 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 103-104.
13 Elsi Kumala sari, “Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari
Maqashid Syari’ah”, Skripsi, Curup : IAIN Curup, 2019), 5.



‘Asyur. Sehingga penulis yang melalui penelitian ini dapat mengungkap
bagaimana larangan perkawina sesuku di Minangkabau berdasarkan
perspektif magasid Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur yang disusun dalam
sebuah judul “Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Suku
Kampai Minangkabau Perspektif Magasid Al-Shari’ah Muhammad Tahir
Ibnu ‘Asyur”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar bela Ry telah penulis paparkan di atas maka

2. Ba A Qe 181 d Tahir Ibnu

suku kampai

1. Untuk mengetahui bagaimana larangan perkawinan sesuku pada adat
suku kampai Minangkabau

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan maqasid al-Shari’ah
Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur terhadap larangan perkawinan sesuku

pada adat suku kampai Minangkabau



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumber
ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga khususnya pada
masyarakat Minangkabau yang menerapkan larangan perkawinan
sesuku ini.

2. Manfaat Praktis




